
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1937, 2015 KEMENPAR. Dana. Alokasi Khusus. Penggunaan.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS

SUB BIDANG PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan, Menteri Teknis memiliki kewenangan

untuk menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana

Alokasi Khusus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan

Menteri Pariwisata tentang Petunjuk Teknis Penggunaan

Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
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Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4966);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5767);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang

Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional

Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5262);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5423);

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 334);

14. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

15. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);

17. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 545);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
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Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015

tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan

Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1088);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PETUNJUK

TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS SUB

BIDANG PARIWISATA.

Pasal 1

Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Pariwisata yang selanjutnya

disebut DAK Sub Bidang Pariwisata, adalah dana yang

dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan sub bidang pariwisata yang merupakan

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pasal 2

(1) DAK Sub Bidang Pariwisata digunakan untuk

pemenuhan Fasilitas Pelayanan Pariwisata yang

ditujukan untuk mendukung sarana–prasarana

pariwisata dalam rangka penciptaan kemudahan,

kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan

kunjungan ke Destinasi Pariwisata.

(2) Penggunaan DAK Sub Bidang Pariwisata sebagaimana

dimaksud ayat (1) diarahkan untuk menu antara lain:

a. penataan kawasan;

b. aksesibilitas pariwisata; dan

c. amenitas pariwisata.

Pasal 3
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Penggunaan DAK Sub Bidang Pariwisata dilaksanakan sesuai

dengan Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan

dan penggunaan DAK Sub Bidang Pariwisata.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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